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Abstrak: Sebagian besar kawasan pesisir Indonesia merupakan wilayah yang diperkirakan rentan terhadap potensi rendaman 
(inundation) akibat kenaikan muka laut global. Rendaman ini diperkirakan akan mengakibatkan genangan permanen dan 
memperparah abrasi di kawasan pesisir di mana sejumlah besar populasi tinggal, juga terletak infrastruktur dan aset ekonomi 
penting serta kawasan wisata terkenal. Untuk mengantisipasi berbagai potensi dampak merugikan tersebut, maka diperlukan 
perencanaan adaptasi perubahan iklim. Agar tercapai perencanaan adaptasi yang tepat dan efektif sesuai dengan karakteristik per-
soalan di masing-masing wilayah, maka terlebih dahulu perlu dikenali berbagai pola kerentanan pesisir.  Untuk mengenali pola 
kerentanan pesisir maka perlu dikenali kemiripan karakteristik tertentu yang dicerminkan dari sekumpulan indikator. Untuk itu 
dibutuhkan suatu metode analisis yang mampu mengklasifikasikan informasi ke dalam suatu kelompok berdasarkan karakteristik 
tertentu, yaitu metoda cluster. Dengan mengunakan metode cluster dan melalui eksperimen yang iteratif, kajian ini telah berhasil 
mengidentifikasi pola-pola kerentanan pesisir terhadap rendaman akibat kenaikan muka laut global. Eksperimen menyimpulkan 
bahwa terdapat lima indikator yang benar-benar mengendalikan pola kerentanan pesisir, yaitu luas rendaman, infrastruktur, 
kepadatan penduduk, luas kawasan terbangun dan kawasan non-permukiman. Kajian ini juga menyimpulkan bahwa dari 325 
kabupaten/kota di kawasan pesisir Indonesia dapat dikelompokkan menjadi enam pola kerentanan. Dua puluh tiga kabupaten/kota 
diantaranya (7,07%) dapat diklasifikasikan sebagai cluster yang sangat rentan, yang secara umum dikarakterisasi sebagai nilai 
rasio rendaman yang tinggi, nilai infrastruktur yang tinggi, nilai kepadatan penduduk yang tinggi, nilai kawasan pemukiman yang 
tinggi, dan nilai kawasan non-pemukiman yang rendah.  Dengan demikian, beberapa aksi adaptasi yang mungkin dilakukan 
adalah pengendalian penduduk, revisi tata ruang pesisir, dan penyesuaian ketinggian infrastruktur.  

 

Kata Kunci: Perencanaan Adaptasi, Pola Kerentanan, Kenaikan Muka Laut Global 

 

Abstract: Most part of Indonesian coastal areas are vulnerable to inundation potential due to global sea level rise. This inundation 
is predicted to cause permanent flood and worsen abrasion along coastal zone where many populations live, also will threaten impor-
tant infrastructures and economic assets, as well as well known tourism areas. To anticipate these various harming potential impacts, 
planning of adaptation to climate change is needed. In order to achieve the appropriate and effective adaptation planning, coastal 
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vulnerability pattern needs to be recognized first, so that to suit the region’s characteristics. To recognize this coastal vulnerability 
pattern, certain similar characteristics need to be found represented by a group of indicators. Therefore, a method of analysis which is 
able to classify information into a certain group based on several similar characteristics is needed, that is so called as cluster method. 
By using cluster method and through iterative experiments, this study has succeeded in identifying coastal vulnerability patterns to 
inundation caused by global sea level rise. The experiments concluded that there are five indicators which clearly control the coastal 
vulnerability pattern; they are inundation area, infrastructures, population density, built area, and non-settlement area. This study 
also concludes that of the 325 districts/cities on Indonesian coastal, they can be classified into six patterns of vulnerability. Twenty 
three districts/cities among them (7.07%) are classified as highly vulnerable cluster, which generally characterized as high inunda-
tion ratio value, high infrastructures value, high population density value, high settlement areas value, and low non-settlement 
areas value. Thus, several adaptation options consist of population control, revision of coastal spatial plans, and adjustment of infra-
structures. 

 

Keywords: Adaptation Planning, Vulnerability Pattern, Global Sea Level Rise 

 

PENDAHULUAN 

Sebagian besar kawasan pesisir Indonesia 
merupakan wilayah yang diperkirakan rentan 
terhadap dampak perubahan iklim global; 
khususnya potensi rendaman (inundation) akibat 
kenaikan muka laut global. Rendaman pesisir ini 
diperkirakan akan mengakibatkan genangan 
permanen dan memperparah abrasi di kawasan 
pesisir di mana sejumlah besar populasi tinggal 
(sekitar 50-60% dari populasi total). Infrastruktur 
dan aset ekonomi penting juga terletak di kawasan 
pesisir. Misalnya, terdapat sekitar 968 pelabuhan 
perikanan yang dibangun tanpa memperhitungkan 
proyeksi kenaikan muka laut. Banyak juga kawasan 
wisata terkenal, buatan maupun alami, terletak di 
kawasan pesisir. 

Perencanaan adaptasi untuk menangani 
perubahan iklim harus berbasis kajian risiko yang 
tepat, yang memperhitungkan analisis bahaya dan 
kerentanan wilayah. Namun, analisis kerentanan di 
kawasan pesisir menjadi sangat rumit karena 
terdapat multiple pressures, dan saling berkaitan 
antar berbagai skala, dari lokal sampai global. 
Akan tetapi, jika dianalisis secara lebih cermat, 
terlihat bahwa terdapat suatu pola kerentanan 
tertentu di berbagai tempat di seluruh dunia. Oleh 
karena itu, untuk mengenali adanya pola 
kerentanan tertentu tersebut maka perlu dikenali 
kemiripan karakteristik tertentu yang dicerminkan 
dari sekumpulan indikator. Pengenalan pola 
kerentanan ini penting dalam rangka merumuskan 
kebijakan adaptasi perubahan iklim yang tepat.  

Kajian-kajian tentang pola kerentanan telah 
dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti. 
O’Brien et al (2004) menitikberatkan kajiannya 
pada kerentanan sektor pertanian India dan 
ketergantungannya kepada pasar dunia, pada iklim 

yang sedang berubah, dengan menggunakan 
sejumlah indikator yang memiliki keterkaitan 
antar indikatornya. Dari kajian tersebut 
disimpulkan bahwa isu perubahan iklim dapat 
mengancam ketahanan pangan akibat tekanan 
pasar pada komoditas bio-energy. Kajian lainnya 
oleh PBL (2009) menitikberatkan pada 
identifikasi pola tipikal kerentanan dunia, 
menggunakan suatu klasifikasi dari beberapa 
indikator yang dianggap relevan sebagai 
determinan, tetapi tidak mempertimbangkan 
iklim secara eksplisit, sedangkan Schellnhuber 
et al (1997) mengkaji pola perubahan global 
pada skala kerumitan tingkat menengah. 

Beberapa kajian pola kerentanan global 
menggunakan pendekatan archetype1. Suatu 
archetype dari kerentanan didefinisikan sebagai 
suatu pola spesifik yang merupakan 
representatif interaksi antara perubahan 
lingkungan dengan kesejahteraan manusia. 
Archetype tidak menjelaskan suatu situasi 
spesifik, namun lebih fokus pada sifat umum 
yang paling penting dari berbagai kasus yang 
“archetypical.” Pendekatan ini diinspirasi oleh 
syndrome approach, yang memperhatikan adanya 
pola yang tidak berkelanjutan dari interaksi 
antara manusia dan lingkungan, dan 
memperlihatkan dinamika dibalik interaksi 
tersebut. Pendekatan archetype jauh lebih luas, 
karena memperhitungkan peluang yang 
ditawarkan oleh lingkungan untuk mengurangi 

                                                      

1 Archetype adalah suatu pendekatan analisis pola 
kerentanan berdasarkan pemahaman bahwa kerentanan di 
berbagai tempat adalah serupa, sehingga menciptakan 
kondisi dan mekanisme yang dapat dikarakterisasi (Jaeger 
et al, 2007). 
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kerentanan dan memperbaiki kesejahteraan 
manusia. 

Sebagian besar analisis dan kajian ilmiah 
mengenai perubahan iklim di Indonesia difokuskan 
pada pemetaan kerentanan dan risiko, namun 
masih belum ada yang fokus pada kajian pola 
kerentanan itu sendiri. Sebagai negara besar 
dengan lebih dari 400 kabupaten/kota, kajian 
dampak perubahan iklim dan formulasi strategi 
adaptasi pada skala lokal akan memakan waktu 
yang sangat lama dan sumber daya yang tidak 
sedikit. Dengan demikian, maka dipandang perlu 
untuk mengklasifikasikan kerentanan ke dalam 
sejumlah pola, yang selanjutnya dapat dipelajari 
dengan lebih rinci. 

Tujuan dari kajian ini adalah untuk 
memberikan informasi mengenai pola kerentanan 
terhadap perubahan iklim di kawasan pesisir 
Indonesia. Walaupun kerentanan bersifat spesifik 
bagi konteks dan lokasi tertentu, elemen-elemen 
umum tertentu dapat diamati pada berbagai 
daerah, skala, dan konteks, oleh karena itu, pola 
kerentanan yang dikaji dalam paper ini diharapkan 
dapat merepresentasikan pola kerentanan yang 
aktual, dengan mempertimbangkan situasi biofisik 
dan sosio-ekonomi di Indonesia.  

 

METODE, DATA, DAN LANGKAH-LANGKAH 

EKSPERIMEN ANALISIS CLUSTER 

Analisis Cluster 

Untuk mengidentifikasi pola kerentanan pesisir 
dibutuhkan suatu metode analisis yang mampu 
mengklasifikasikan informasi ke dalam suatu 
kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. 
Salah satu metode analisis tersebut adalah analisis 
cluster. Analisis cluster merupakan alat analisis data 
untuk menyelesaikan masalah pengklasifikasian 
berdasarkan struktur dan karakteristik dari satu 
kelompok data multivariate.  

Struktur dan karakteristik inilah yang dapat 
membantu peneliti dalam mengelompokkan suatu 
informasi yang sesuai dengan tujuan klasifikasi 
tersebut. Dalam kajian ini, analisis cluster 
diaplikasikan untuk memperoleh pola kerentanan 
kabupaten/kota di sepanjang pesisir Indonesia dari 
sejumlah indikator yang relevan. 

Analisis cluster terdiri dari tiga bagian, yaitu 
analisis jarak, hubungan (linkage), dan dendogram. 
Analisis jarak menggunakan tipe jarak Euclidean (d) 

antara 2 atau lebih obyek untuk mengukur 
kemiripan karakteristik kerentanan 
kabupaten/kota berdasarkan data indikator (p, 
q) tertentu dengan menggunakan persamaan 
berikut ini:  

 

 

 

 

 

Misalnya, ketika akan dilakukan 
klasifikasi kabupaten/kota berdasarkan luasnya 
rendaman akibat kenaikan Tinggi Muka Laut 
(TML) dan tingkat kepadatan penduduk, maka 
p adalah rendaman dan q adalah kepadatan 
penduduk. 

Dengan kata lain, analisis cluster adalah 
suatu cara untuk mengelompokkan sejumlah 
data berdasarkan kemiripan sejumlah 
indikator. Setiap kabupaten/kota dianggap 
sebagai titik di ruang vektor Euclidean dengan 
semua indikator kerentanan ternormalisasi 
melambangkan komponen vektornya. 
Kemiripan antar titik diukur dari jarak 
(besarnya resultan vektor) ke masing-masing 
kabupaten.  

Pada langkah selanjutnya, suatu hierarki 
cluster dibangun menggunakan suatu aturan 
hubungan, di mana digunakanlah metode 
Ward untuk mendefinisikan cluster yang 
tipikal. Metode ini digunakan untuk 
menggabungkan kasus-kasus menjadi cluster 
sehingga variansi di dalam cluster dapat 
diminimalkan (lihat Gambar 1). Implementasi 
metode tersebut mengikuti mekanisme berikut 
ini:  

 Dimulai  dari satu cluster. 

 Dua cluster digabungkan, jika 
penggabungan ini menghasilkan kenaikan 
minimum pada jumlah kesalahan kuadratnya, 
maka kedua kluster tersebut dikatakan mirip.   

Formulasi untuk menghitung besarnya 
kesalahan kuadrat tersebut adalah sebagai 
berikut: 
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di mana d adalah jarak Euclidean dan n adalah 
centroid cluster r dan s, seperti didefinisikan dalam 
centroid linkage. 

Hasil dari analisis cluster ini kemudian diplot 
ke dendogram. Gambar 1 mengilustrasikan 
dendogram indikator kawasan rendaman pesisir. 
Dendogram tersebut merepresentasikan distribusi 
jarak antar nomor identifikasi (ID) kabupaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Ilustrasi Analisis Cluster Ka-
wasan Rendaman (Kiri: ID Kabupaten, Ka-

nan: Cluster Kabupaten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Data yang Digunakan 

 

Pada dendogram di atas, cluster semua 
kabupaten/kota dikelompokkan dengan 
melakukan suatu cut off sehingga hanya menjadi 

lima cluster. Gambar di bagian bawah 
menunjukkan hubungan pola cluster dari nilai 
yang sudah dinormalisasi dari indikator 
rendaman terhadap ID kabupaten (kiri) dan 
lima cluster akhir (kanan). 

Persiapan data GIS 

Data yang digunakan pada kajian ini 
berasal dari sumber yang berbeda-beda dan 
dalam berbagai format seperti dalam vektor, 
raster (grid), dan tabular. Untuk itu diperlukan 
pemrosesan data pendahuluan, antara lain 
melalui proses normalisasi dan agregasi sesuai 
unit analisisnya. Penjelasan lebih lanjut 
mengenai sumber data, juga prosedur 
pemrosesan data, dibahas pada bagian 
selanjutnya. Pemrosesan awal terhadap 
berbagai format data asal menghasilkan 
berbagai peta yang disajikan pada gambar 2.   

 

Langkah-langkah Eksperimen 

Sejumlah eksperimen dilakukan secara 
iteratif menurut bagan di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Langkah-langkah  

Eksperimen 

Pada dasarnya, proses iterasi ini terdiri 
dari  persiapan data, metode clustering, 
pengembangan pohon cluster hirarki, 
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interpretasi peta pola kerentanan, dan verifikasi 
kualitatif menurut kriteria dan rujukan yang telah 
dibuat dalam pola kerentanan hipotesis. Pola-pola 
hipotesis ini dikembangkan dari peta bahaya dan 
keretanan pesisir berdasarkan Indonesia Climate 
Change Sectoral Roadmap (2010). Pola kerentanan 
(cluster atau archetype) yang telah terverifikasi dapat 
dianggap sebagai hasil akhir dari kajian ini. 

 

POLA KERENTANAN HIPOTESIS DARI KAWA-

SAN PESISIR INDONESIA 

 

Hipotesis ditentukan dari analisis kajian 
sebelumnya terhadap kerentanan kawasan pesisir 
di Indonesia, yaitu berdasarkan Indonesia Climate 
Change Sectoral Roadmap (ICCSR) on Marine and 
Fisheries Sector (Latief and Fitriyanto, 2009).  

Untuk dapat membandingkan nilai risiko 
antar kabupaten yang terletak di pesisir, karena 
nilai tiap kabupaten bervariasi, rata-rata nilai risiko 
per kabupaten/kota dinormalisasi menggunakan 
panjang garis pantai tiap kabupaten/kota yang 
bersangkutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Peta Pola Kerentanan Hipotesis 

Normalisasi ini merepresentasikan proporsi 
kawasan pesisir terhadap kabupaten/kota. 
Hasilnya dapat dilihat di Gambar 4 di atas. Dari 
peta tersebut dapat disimpulkan bahwa secara 
hipotesis terdapat lima cluster (achetype) yang 
berasal dari lima tingkat risiko (lihat Gambar 5). 
Cluster tersebut merepresentasikan suatu 
kombinasi nilai dari lima indikator, yaitu 
kemiringan pesisir, ketinggian, guna lahan, 
infrastruktur, dan kepadatan penduduk yang 
digunakan di ICCSR. Misalnya, cluster 5 (risiko 
sangat tinggi) merepresentasikan kemiringan yang 
datar, elevasi yang rendah, guna lahan berupa 

pemukiman, infrastruktur penting yang padat, 
dan kepadatan penduduk yang tinggi.     

 

 

 

 
Gambar 5. Tabel Karakteristik 

tiap Cluster 

 

Dari peta pola kerentanan hipotesis 
tersebut, dapat diindikasikan bahwa: 

 Tidak dapat diamati indikator 
kerentanan yang secara dominan 
mempengaruhi suatu tingkat risiko.  

 Terdapat beberapa kabupaten/kota 
yang tidak memiliki pola kerentanan spesifik 
karena memiliki beberapa tingkat risiko 
sekaligus. 

 

HASIL EKSPERIMEN 

Agar mendapatkan pola kerentanan 
kawasan pesisir terhadap kenaikan muka laut, 
telah dilakukan sejumlah eksperimen dengan 
menerapkan metode yang berbeda-beda. 
Rincian masing-masing eksperimen dan 
hasilnya dibahas di bawah ini. 

 

Eksperimen 1 

Dalam eksperimen pertama, data untuk 
indikator fisis kerentanan dalam satuan piksel 
diubah menjadi satuan kabupaten/kota. 
Indikator fisis terdiri dari: indeks ketinggian 
pesisir, indeks kemiringan pesisir, indeks guna 
lahan, dan indeks infrastruktur. Indikator 
sosio-ekonomi, yang juga digunakan dalam 
percobaan ini, terdiri dari: kepadatan 
penduduk dan indeks pembangunan manusia 
(HDI, Human Development Index). 

HDI adalah indikator tambahan yang 
sebelumnya tidak ada di pola kerentanan 
hipotesis. Indikator-indikator ini kemudian 
diproses menggunakan metode cluster untuk 
membuat dendogram (bagian atas Gambar 6). 

Untuk menyelidiki apakah cluster ini 
berasosiasi dengan pola yang berbeda, nilai-
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nilai indikator tersebut diplot terhadap ID 
kabupaten/kota (bagian bawah Gambar 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Cluster untuk Eksperimen 1: 
Dendogram (Atas) dan Nilai Indikator ter-
hadap ID Cluster (Bawah, dibagi menjadi 5 

Cluster) 

 

Dari hasil di atas, dapat dilihat bahwa 
beberapa pola tertentu dari distribusi indikator 
dapat diasosiasikan dengan ID cluster tertentu, 
namun pola tertentu tersebut tidak muncul secara 
konsisten (tersebar). Ketidakkonsistenan ini juga 
muncul ketika cluster di atas diplot ke peta 
kerentanan (Gambar 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7. Peta Kerentanan untuk  

Eksperimen 1 
 

Terlihat bahwa pola kerentanan pada 
Gambar 7 berbeda dengan pola kerentanan 
hipotesis pada Gambar 4. Misalnya, Gambar 7 
menunjukkan bahwa pesisir Utara dan Selatan 
Pulau Jawa memiliki pola kerentanan yang 
sama, sedangkan Gambar 4 menunjukkan 
bahwa kedua pesisir tersebut memiliki pola 
yang berbeda. Contoh lainnya adalah pesisir 
Aceh Utara dan Sulawesi Utara menunjukkan 
pola yang sama, hal ini tidak sesuai dengan 
kondisi nyata; pesisir Aceh Utara terdiri dari 
dataran rendah, sedangkan pesisir Sulawesi 
Utara terdiri dari dataran dengan ketinggian 
sedang. 

Salah satu masalah dari Eksperimen 1 
adalah digunakannya batas administrasi sebagai 
unit analisis. Artinya, setiap kabupaten direp-
resentasikan oleh satu nilai rata-rata dari setiap 
indikator, sehingga kurang akurat, karena ter-
jadi generalisasi yang berlebihan. Akibatnya, 
peta kerentanan pada Gambar 7 tidak mengha-
silkan adanya suatu pola tertentu.  

 

Eksperimen 2 

Pada Eksperimen 2 ini sekali lagi 
digunakan satuan analisis piksel. Hal ini 
kan karena adanya kecurigaan bahwa terdapat 
informasi yang hilang pada proses konversi dari 
satuan piksel menjadi satuan kabupaten pada 
Eksperimen 1. Diharapkan, ketika 
menggunakan metode ini, indikator seperti 
kemiringan, ketinggian, dan guna lahan dapat 
merepresentasikan kondisi topografi fisis yang 
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nyata. Data yang sama masih digunakan pada 
eksperimen ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 8 Peta Kerentanan untuk  

Eksperimen 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Perbesaran Pada Pesisir Utara 
dan Selatan Jawa Barat Dari Eksperimen 2 

 

Masalah yang muncul dari Eksperimen 2 
adalah tidak teramatinya pola kerentanan tertentu 
dari suatu kabupaten/kota. Contohnya, antara 
pesisir Utara dan Selatan Pulau Jawa tidak 
menunjukkan pola yang berbeda. Kondisi ini 
berbeda dari kenyataan; pesisir Utara Jawa 
memiliki karakteristik kemiringan yang kecil dan 
populasi yang besar, sedangkan kondisi sebaliknya 
terdapat di pesisir Selatan. 

Dari Eksperimen 2, dapat disimpulkan 
bahwa masalah yang muncul pada Eksprimen 1, 
sesungguhnya bukan disebabkan oleh konversi 
satuan piksel ke satuan administrasi kabupaten, 
namun perlunya penanganan khusus pada data 
sebelum dilakukan proses clustering. 

 

Eksperimen 3 

Seperti direkomendasikan pada eksperimen 
sebelumnya, Eksperimen 3 dimulai dengan 

persiapan data. Persiapan data ini diperlukan 
untuk mengantisipasi kombinasi unit analisis 
piksel dan kabupaten terhadap parameter 
tertentu, seperti rasio luasnya rendaman dan 
panjang garis pantai. 

Persiapan Data 

Rasio rendaman dikembangkan untuk 
merepresentasikan indikator ketinggian pesisir 
dan kemiringan yang sebelumnya digunakan. 
Parameter guna lahan dibagi menjadi tiga 
kategori, yaitu kawasan terbangun 
pemukiman, kawasan terbangun bukan 
pemukiman, dan kawasan lindung. Indikator 
kepadatan penduduk dan infrastruktur jalan 
dikembangkan menggunakan metode yang 
berbeda.  

Kepadatan penduduk: Di sini 
diperkenalkan Indeks Kerentanan Kepadatan 
Penduduk (PDVI, Population Density 
Vulnerability Index) untuk setiap kabupaten, 
yang diturunkan dari persamaan, 

PDVI = 








S
D

1
 

di mana D adalah kepadatan populasi per 
kabupaten dan S adalah jarak garis pantai ke 
tiap piksel yang diidentifikasi sebagai daerah 
pemukiman. Maka, PDVI dihitung sebagai 
kepadatan penduduk kabupaten dikalikan 
dengan rata-rata jarak invers daerah 
pemukiman dari garis pantai. Dalam 
perhitungan ini, piksel data tutupan lahan 
digabungkan dalam perhitungan PDVI. Untuk 
analisis lebih lanjut, PDVI dan indikator 
lainnya dinormalisasi dengan persamaan skala 
linier sederhana: 
 
Nilai normalisasi = (nilai–MIN)/(MAX–MIN)  
 

Infrastruktur Jalan: Indeks 
Infrastuktur Penting dihitung berdasarkan 
panjang jalan yang terendam dibandingkan 
dengan panjang jalan total dalam suatu 
kabupaten. 

 

Hasil Eksperimen 

Pada Eksperimen 3, digunakan tujuh 
indikator kerentanan dengan unit analisisnya 
adalah kabupaten/kota pesisir. Pada 



KERENTANAN PESISIR INDONESIA TERHADAP DAMPAK…  DJOKO SANTOSO ABI SUROSO, DKK 

JURNAL TATA LOKA; VOLUME 13; NOMOR 2; MEI 2011 115 

dendogram untuk semua kabupaten/kota pesisir 
(lihat Gambar 10) diterapkan cut off sehingga 
didapat hanya sepuluh cluster (lihat Gambar 11). 

  

 
Gambar 10. Cluster Lengkap 

 (Semua Kabupaten/Kota Pesisir) 

 

 

Gambar 11. Cluster Terpilih 

 

Dari nilai indikator kerentanan sepuluh 
cluster tersebut pada Gambar 11, ditentukanlah 
archetype dan peringkatnya untuk semua kabupaten 
pesisir (lihat Gambar 13). 
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Infrastruktur (Jalan) 

Gambar 12. Rincian Eksperimen 3 

 

 

Gambar 13. Hasil 
Cluster/Archetype dan Peringkatnya 

 

Gambar 13 di atas menunjukkan bahwa 
hanya terdapat tiga tingkat cluster (archetype) 
kerentanan pesisir di Indonesia, yaitu cukup 

tinggi (), sedang (), dan cukup rendah (). 
Peringkat cluster ini ditentukan dari banyaknya 
peringkat yang tinggi dan sedang. 
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Di bawah ini adalah peta archetype Indonesia 
menurut Eksperimen 3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Peta Awal Archetype Pe-
sisir Indonesia dengan 10 Cluster 

 

Setelah itu, dilakukan pengklasifikasian 
ulang terhadap Gambar 13, terlihat bahwa 
indikator HDI dan Kawasan Lindung tidak 
memiliki pengaruh yang signifikan dalam 
pembentukan archetype, karena HDI menghasilkan 
nilai yang besar bagi cluster, sedangkan indikator 
kawasan konservasi menghasilkan nilai yang kecil 
bagi cluster. Penemuan ini dipastikan oleh data dan 
informasi berikut ini: 

 Distribusi spasial kawasan konservasi di 
beberapa lokasi tidak teramati dengan jelas pada 
peta karena tidak terdapat informasi status. 

 Terdapat beberapa data atau parameter 
yang tidak sesuai di dalam indikator HDI, misalnya 
pendapatan per kapita. 

Eksperimen tersebut kemudian dilanjutkan 
pada lima indikator yang tersisa; analisis cluster 
dilakukan untuk menghasilkan dendogram berikut 
ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Dendrogram dari 
Analisis Cluster 

 

Dari analisis dendogram ini, cut off 
diterapkan untuk memperoleh enam cluster 
atau archetype kerentanan yang optimal. Peta 
archetype kerentanan Indonesia diperlihatkan di 
Gambar 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Peta Akhir Archetype Pesisir 
Indonesia dengan 6 Cluster 

Gambar 16 menunjukkan bahwa, sete-
lah indikator HDI dan Kawasan Lindung dike-
luarkan karena dianggap tidak mempengaruhi 
pola kerentanan, terdapat 5 indikator yang 
secara dominan mempengaruhi pola keren-
tanan pesisir Indonesia adalah luasnya 
rendaman, kepadatan infrastruktur jalan, 
kepadatan penduduk, dan distribusi kawasan 
terbangun untuk guna lahan pemukiman dan 
non-pemukiman. Dapat disimpulkan juga 
bahwa terdapat 6 cluster   (pola) kerentanan 
pesisir Indonesia dan secara umum telah sesuai 
dengan kondisi fisik di lapangan. Namun 
demikian, terdapat sedikit pengecualian yaitu 
bahwa Kabupaten Merauke dan Mappi di 
Papua memiliki archetype yang sama (cluster 
enam) seperti beberapa kabupaten di pesisir 
Utara Jawa, misalnya Jakarta Utara. Kondisi ini 
disebabkan oleh nilai rendaman dan nilai jalan 
yang terendam (73%) yang tinggi di Merauke 
dan Mappi. Hal ini berarti bahwa pada kedua 
kabupaten, Merauke dan Mappi, indikator-
indikator ini tidak merepresentasikan kondisi 
nyata dari indeks kawasan rendaman dan jalan 
yang terendam di kabupaten tersebut.  

 

KESIMPULAN 

Melalui eksperimen yang iteratif dan 
mengunakan metode cluster, kajian ini telah 
berhasil mengidentifikasi pola-pola kerentanan 
pesisir terhadap rendaman akibat kenaikan 
muka laut global. Eksperimen ketiga 
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menunjukkan bahwa dari tujuh indikator yang 
digunakan sebelumnya, hanya lima indikator yang 
benar-benar mengendalikan pola kerentanan di 
Indonesia, yaitu kawasan rendaman, infrastruktur 
jalan, kepadatan penduduk, dan distribusi kawasan 
terbangun untuk guna lahan pemukiman dan non-
pemukiman.  

Dari eksperimen ketiga juga dapat 
disimpulkan bahwa dari sejumlah 325 
kabupaten/kota di kawasan pesisir Indonesia dapat 
dikelompokkan menjadi enam archetype (pola) 
kerentanan. Dua puluh tiga kabupaten/kota 
diantaranya (7,07%) dapat diklasifikasikan sebagai 
cluster yang sangat rentan, yang disebut cluster 6. 
Cluster 6 secara umum dikarakterisasi sebagai nilai 
rasio rendaman yang tinggi, nilai infrastruktur 
yang tinggi, nilai kepadatan penduduk yang tinggi, 
nilai kawasan pemukiman yang tinggi, dan nilai 
kawasan non-pemukiman yang rendah. Namun, 
terdapat pengecualian untuk Kabupaten Merauke 
dan Mappi di Papua yang juga dikategorikan 
sebagai cluster 6. Ini mungkin karena 
ketidakakuratan data yang menyebabkan masalah 
tersebut, karena Kabupaten Merauke dan Mappi 
seharusnya dikarakterisasi dengan nilai 
infrastruktur yang rendah, nilai kawasan 
pemukiman yang rendah, nilai kepadatan 
penduduk yang rendah, dan nilai kawasan non-
pemukiman yang tinggi.     

Hasil kajian ini dianggap cukup memadai 
untuk merepresentasikan pola kerentanan spesifik 
di suatu daerah (contohnya, Pulau Jawa dan 
sekitarnya), di mana sebuah archetype (cluster) dapat 
merepresentasikan pola kerentanan pesisir yang 
serupa di antara berbagai daerah yang ada. Seperti 
telah disebutkan di atas, bahwa garis pantai yang 
paling rentan akibat kenaikan muka laut di 
Indonesia dikendalikan oleh indikator fisis seperti 
kemiringan, ketinggian, dan guna lahan. Indikator 
ekonomi direpresentasikan oleh infrastruktur, dan 
indikator sosial direpresentasikan oleh kepadatan 
penduduk.  

Berdasarkan karakteristik pola kerentanan 
pesisir di atas, beberapa kemungkinan aksi adaptasi 
yang dapat dilakukan adalah pengendalian 
kependudukan, revisi rencana tata ruang wilayah, 
dan pengaturan ketinggian infrastruktur yang 
sedang maupun akan dibangun. 
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